SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 150
ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4
Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018;

bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
pelaksanaan pergeseran anggaran, maka Peraturan Walikota Nomor
10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 80
Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58
Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan
Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun
Anggaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.05/2015 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1957);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);



Menetapkan :

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak
Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 22).

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2018 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2018 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7,
angka 8 dan angka 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
Walikota adalah Walikota Surabaya.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
dihapus.

1

2

3

4. dihapus.
5. dihapus.
6

dihapus.
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17.

dihapus.
dihapus.
dihapus.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan / Inspektorat /
Rumah Sakit Umum Daerah / Dinas / Sekretariat Daerah /
Sekretariat DPRD / Kecamatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan
tekhnologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas
anggaran yang tersedia.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.



18.

19.

20.

21.

22.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakar.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 2

Dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan
dan/atau keperluan mendesak, dapat dilaksanakan
pergeseran anggaran

Pergeseran anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi :

a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan;

b. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan; atau

c. pergeseran antar komponen belanja pada rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan.

Pergeseran anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan untuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan
keluaran kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dari kegiatan.

Pergeseran anggaran dalam hal keperluan mendesak
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi pelayanan publik, pelayanan yang terkait dengan
bencana alam dan/atau bencana sosial yang menjadi urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



(6)

(7)

(8)

(9)

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan diformulasikan pada DPPA-SKPD.

Pergeseran anggaran Kkegiatan dan segala akibat yang
terjadi karena pergeseran anggaran tersebut menjadi
tanggungjawab SKPD yang mengajukan usulan pergeseran
anggaran.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c¢ tidak mengubah Peraturan Walikota tentang
penjabaran APBD.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

a.

dalam hal pergeseran antar rincian obyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan atau pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan sebagai
berikut :

1. Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan usulan
pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD, yang terdiri dari:

a) Surat Pengantar yang memuat Kode Kegiatan, Nama
Kegiatan dan alasan pergeseran anggaran untuk
setiap Kegiatan;

b) Lampiran yang memuat rincian pergeseran anggaran
yang sesuai dengan surat pengantar sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

2. selain menyampaikan surat permohonan usulan, Kepala
SKPD memasukkan data lampiran usulan pergeseran
anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b
pada aplikasi yang telah disediakan;

3. berdasarkan surat usulan dan data lampiran usulan
pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2, TAPD bersama dengan SKPD pengusul
pergeseran anggaran melakukan rapat pembahasan
usulan pergeseran anggaran;

4. dalam rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada angka 3, TAPD melakukan
verifikasi  usulan  pergeseran anggaran dengan
menggunakan aplikasi yang telah disediakan;

5. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4
memuat informasi antara lain :

a) komposisi belanja dan jenis belanja;



b) alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran
anggaran;

c) adanya dampak pergeseran terhadap pencapaian
hasil dan keluaran kegiatan;

d) kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan
standar satuan harga dan/atau analisa standar;

e) kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

6. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5
dicatat dalam aplikasi yang telah disediakan dan
dituangkan dalam lembar kerja verifikasi, untuk
selanjutnya ditandatangani oleh SKPD pengusul dan
unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

7. berdasarkan pengelompokan perangkat daerah yang
menjadi ruang lingkup tugasnya, Asisten Sekretariat
Daerah memeriksa dan memberikan rekomendasi
terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 6 untuk selanjutnya diberikan persetujuan oleh
PPKD dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

8. rekomendasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
pada angka 7, digunakan sebagai bahan penyusunan
Peraturan Walikota tentang perubahan atas Peraturan
Walikota tentang penjabaran APBD.

dalam hal pergeseran antar komponen belanja pada rincian
obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dilakukan
sebagai berikut :

1. Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan usulan
pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD, yang terdiri dari:

a) Surat Pengantar yang memuat Kode Kegiatan, Nama
Kegiatan dan alasan pergeseran untuk setiap
Kegiatan;

b) Lampiran yang memuat rincian pergeseran yang sesuai
dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada
angka 1.

2. selain menyampaikan surat permohonan usulan, Kepala
SKPD memasukkan data lampiran usulan pergeseran
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b pada
aplikasi yang telah disediakan;

3. berdasarkan surat usulan dan data lampiran usulan
pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2, TAPD bersama dengan SKPD pengusul
pergeseran anggaran melakukan rapat pembahasan
usulan pergeseran anggaran;



Diundangkan di

4. dalam rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 3, TAPD melakukan
verifikasi  usulan  pergeseran anggaran dengan
menggunakan aplikasi yang telah disediakan;

. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4

memuat informasi antara lain :
a) komposisi belanja dan jenis belanja;

b) alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran
anggaran;

c) adanya dampak pergeseran terhadap pencapaian
hasil dan keluaran kegiatan;

d) kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan
standar satuan harga dan/atau analisa standar;

e) kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5

dicatat dalam aplikasi yang telah disediakan dan
dituangkan dalam lembar kerja verifikasi, untuk
selanjutnya ditandatangani oleh SKPD pengusul dan
unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

. berdasarkan pengelompokan perangkat daerah yang

menjadi ruang lingkup tugasnya, Asisten Sekretariat
Daerah memeriksa dan memberikan rekomendasi
terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 6 untuk selanjutnya diberikan persetujuan oleh
PPKD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2019

WALIKOTA SURABAYA,
ttd.

TRI RISMAHARINI
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN




